
  

 
 

 

 
 

 

 

BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NGANJUK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu 

mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana 

Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan 

Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 220); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

12. PPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun  

2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan   

Daerah   Kabupaten   Nganjuk    Nomor  9  Tahun 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018  Nomor 9); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 

14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa ; 

15. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2020; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk. 

2. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 

3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan.  

 

 



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa 

yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 

diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya 

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana 

Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. 

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang 

memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 

setiap kabupaten. 

11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG 

Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 

geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 

pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 

komunikasi. 

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN 

adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan 

membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 

 

 

 



13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD 

adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 

rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 

ditetapkan. 

15. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 

aplikasi SISKEUDES, adalah alat bantu berupa perangkat 

lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 

APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 

Desa. 

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 

Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 

1 (satu) tahun. 

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 

disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara 

Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi  Kuasa 

Bendahara Umum Negara. 

19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut 

APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 

BAB II  

PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

Pasal 2  

(1) Jumlah Desa di Kabupaten Nganjuk adalah 264 (dua ratus 

enam puluh empat) Desa. 

(2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan 

rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.  

(3) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dialokasikan secara merata dan berkeadilan 

berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar setiap Desa;  

b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;  

c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan 

d. Alokasi Formula setiap Desa. 



Pasal 3  

Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

DD kab = AD Kab + AA Kab + AK Kab + AF kab 

Keterangan: 

DD kab =  Dana Desa setiap Daerah kabupaten 

AD Kab  = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten 

AA Kab  = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten  

AK kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten 

AF Kab  = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten 

Pasal 4   

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi 

Dasar kabupaten dengan jumlah desa di kabupaten. 

Pasal 5  

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dengan rumus:  

AA Desa   =      (0,015 x DD) 

   {(2 x DST) + (1 x DT)} 

Keterangan: 

AA Desa  = Alokasi Afirmasi setiap Desa 

DD   =  pagu Dana Desa nasional 

DST   =  jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 

DT   = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap 

Desa. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi 

Afirmasi setiap Desa. 

(4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai 

daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada bupati. 



Pasal 6  

(1) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

AK Kab   = Jumlah Desa AK x AK Desa 

Keterangan: 

AK Kab  = Alokasi Kinerja setiap kabupaten 

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja 

setiap Kab 

AK Desa   = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa 

(2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan Desa 

yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Skor Kinerja   = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 

x Y4)}  

Keterangan: 

Skor Kinerja  = skor kinerja setiap Desa 

Y1  = pengelolaan keuangan desa 

Y2  = pengelolaan Dana Desa 

Y3  = capaian keluaran Dana Desa 

Y4           = capaian hasil pembangunan Desa 

(3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dinilai dari:  

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total 

pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen); dan  

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 

terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% 

(lima puluh persen). 

(4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dinilai dari:  

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap 

total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima 

persen); dan  

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 

swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen). 

 

 



(5) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan 

urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Skor Kinerja   = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 

x Y4)}  

Keterangan: 

Skor Kinerja  = skor kinerja setiap Desa 

Y1  = pengelolaan keuangan desa 

Y2  = pengelolaan Dana Desa 

Y3  = capaian keluaran Dana Desa 

Y4           = capaian hasil pembangunan Desa 

(6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dinilai dari:  

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total 

pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen); dan  

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan 

terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% 

(lima puluh persen). 

(7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dinilai dari:  

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan 

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap 

total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima 

persen); dan  

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara 

swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen). 

(8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dinilai dari:  

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 

50% (lima puluh persen); dan  

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% 

(lima puluh persen). 

(9) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dinilai dari:  

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 

30% (tiga puluh persen);  

b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan 

bobot 30% (tiga puluh persen);  



c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan 

bobot 10% (sepuluh persen); dan  

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 

30% (tiga puluh persen). 

(10) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung dengan rumus:  

AK Desa   =     (0,015 x DD) 

(0,1 x Jumlah Desa)  

Keterangan: 

AK Desa  = Alokasi Kinerja setiap Desa 

DD   = pagu Dana Desa nasional 

Jumlah Desa  = jumlah Desa nasional 

(11) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

(12) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari aplikasi 

yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. 

(13) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik 

adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari 

jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik 

berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana 

Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil 

pembangunan Desa, dengan bobot: 

a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan 

Desa; 

b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa; 

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran 

Dana Desa; dan  

d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil 

pembangunan Desa. 

(14) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai 

daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada bupati. 

Pasal 7  

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung dengan bobot: 

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 



b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan 

geografis. 

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: 

AF Desa   =  {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + 

(0,25 x Z4)} x AF Kab 

Keterangan: 

AF Desa  = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1  = rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa Daerah 

kabupaten/kota 

Z2  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin Desa 

Daerah kabupaten/kota 

Z3  = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 

total luas wilayah Desa Daerah 

kabupaten/kota 

Z4  = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 

Daerah kabupaten/kota 

AF Kab   = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing 

ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG 

Desa. 

(4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber 

dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang statistik. 

 

BAB III  

PENYALURAN 

Bagian Kesatu 

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran 

Pasal 8  

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan 

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 



(3) Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil 

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah 

bukuan Dana Desa dari bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);  

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat 

puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) 

tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 

bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 

puluh persen). 

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap 

tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. 
 

Pasal 9   

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 

ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 

persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:  

a. tahap I berupa: 

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;  

2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan 

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II berupa:  

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

 

 



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

dan 

c. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya.  

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 

persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa: 

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;  

2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan 

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 

b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;  

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

dan 

3. laporan konvergensi (indonesia) pencegahan stunting 

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.  

(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa 

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk 

seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian 

dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 

 



(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran 

dari seluruh kegiatan.  

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume 

keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat 

pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam 

bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen 

elektronik (softcopy).  

(8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh 

Kementerian Keuangan. 

Pasal 10  

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kepala Desa 

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 

bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

dengan ketentuan:  

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa 

tahun berkenaan; 

b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

dan 

c. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan 

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen);  dan 



2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kepala Desa 

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada 

bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan 

b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;  

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 

paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

dan  

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran 

dari seluruh kegiatan.  

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 

sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara 

pengadaan, dan capaian keluaran.  

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan 

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 

atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.  

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa 

menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati 

melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan 

ketentuan untuk dilakukan pemutakhiran. 



(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 11  

(1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun 

anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana 

Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 

berikutnya. 

 

Bagian Kedua 

Penyaluran Dana Desa kepada Desa 

Pasal 12  

(1) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan 

Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar 

yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat 

Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9.  

(2) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan 

nonanggaran. 

Pasal 13  

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 

pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).  

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana 

hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.  

(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat 

Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar 

untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.  

 

 



(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk 

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.  

(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah 

Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan 

Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.  

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa 

ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa 

menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran 

Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati. 

(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan 

Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati. 

(8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat 

Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB IV  

PEDOMAAN PENGGUNAAN 

Pasal 14  

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 

peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah 

Desa.  

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Desa. 

 

Pasal 15  

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

berpedoman pada peraturan bupati tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan DAN Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2020  

 



(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan 

sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 16  

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah 

mendapat persetujuan bupati.  

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan 

kepada Camat terkait Penggunaan Dana Desa di luar kegiatan 

yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat. 

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk 

kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau 

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah 

terpenuhi.  

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 

setelah Pemerintah Desa dan BPD membuat pernyataan 

bersama bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa 

sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa. 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB 

Desa. 

Pasal 17  

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.  

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pendampingan atas penggunaan Dana Desa.  

 

 

BAB V  

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 18  

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan 

desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 

b. capaian keluaran Dana Desa. 



Pasal 19  

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana 

Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a 

terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati :  

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana 

Desa di RKD tersebut; dan/atau 

b. meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.  

Pasal 20  

(1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa 

dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat 

melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya. 

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan 

penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum 

terkait. 

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan 

lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, 

Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana 

Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 

berikutnya. 

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan 

disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran 

Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 21   

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang 

dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (3) setelah menerima: 

a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum 

tersangka; atau 

 

 



b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap, 

atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan 

pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20. 

(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan 

status hukum tersangka atau putusan pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan 

menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan 

lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan. 

 

BAB VI  

SANKSI PENUNDAAN DANA DESA 

Pasal 22  

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); 

b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah 

terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana 

Desa. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5). 

Pasal 23  

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dalam hal: 

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

dan ayat (2) telah diterima;  

b. terdapat usulan dari APIP. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat 

disalurkan lagi ke RKD. 

 

 

 



BAB VII  

PENUTUP 

Pasal 24  

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa 

berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

Pasal 25  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Nganjuk.                               

                                  

Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal 17 Maret 2020 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 10 

 

  

BUPATI NGANJUK, 

 
ttd 

 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 
 Diundangkan di Nganjuk 

 Pada tanggal 17 Maret 2020 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK 

Kepala Dinas Perhubungan 

 
ttd. 

 

 Drs. NUR SOLEKAN, M.Si 
 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19661227 198602 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

ttd. 

 
 

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si 

 Pembina (IV/a) 

 NIP. 19660710 199202 1 001 
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